ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN
TENTANG
KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik |slem Pakistan,
selanjulnya disebrul sebagai "Paia Pihac”,

MENGAKUI kepentingan bersama merzka dalam mempromosikan hubungan
yang ramah dan bersahabat untuk mempromosikan perdamaian, stabiltas
dan zeseahteraan di antara rakyat kedua negars,

BERKEINGINAN untus meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral
yang sudah ada antara kedua negara melalui kegiatan keriasama di bidang
pertahanan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan,
dan saling menghommati kedauvlatan dan integritas teritorial, kemerdekaan
palitik non-agresi dan tidak campur fangan dalam intemal masing-masing
urusan,

MENDENGAR bahwa memperkuat kerfasama periahanan akan membarikan

kontribus: pada hubungan yang saling menguntungkan kedua periahanan
nasional;

SESUAI dengan peraluran perundang-undangan dan paraturan dar kedus
negara,

DENGAN INI MENYETUJUI sebagal benkut:




PASALI
TUJUAN

Tyuan dan Persetujuan ini adalah untuk menyediakan kerangka
kerjasama yang komprehensif guna meningkatkan kedasama pertahanan
bilateral yang didasarkan pads prnsip-prinsip kesetaraan, saling
menguntungkan. dan menghomat: kedaula‘an dan keutuhan wilayah negara
masing-masing dan untuk tujuan damai sebagaimana telah ditetapkan dalam
Piagam Parcerikatan Bangsa-Bangsa dan norma-noma hukum intemasional
lainnya yang diakui secara universal

PASAL I
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Ruang lingkup kerjasama dalam Perjanjian ini mefiputi;

a. Dialcg dan konsultas! biateral secara berkala mengenal su-isu
sirategis dan keamanan yang menjadi perhatian hersama,

b Perfukaran informasi ferkait kelembagaan dan masalah-masalah
pertahanan te'masuk mengenai organisasi, dokirin dan kebijakan;

G Kerjasama ilmu pengetshuan dan teknologi di bidang periahanan
melalul periukaran personel, kunjungan-kunjungan, pelatinan serla bentuk-
bentuk kerja sama teknis lainnya berdasarkan prinsip timbal ballk dan saling
menguntungkan;

d Mempromosikan pengembangan sumber daya manusia pada
lembaga-lembaga pertahanan dan Angkatan Bersenjata kedua Fihak melalui
pendidikan, pelatihan, saing kunjung, [atthan bersama, parfukaran pengamat
milter untuk menyaksikan lafhan dan perlukaran tenaga ahli bidang
pendidikan, penvediaan peralzian dan kegiatan lain yang terkait; dan/atau

e Kernasama di bicang kain yang menyangkut kepentingan bersama.
FASAL I
FENGATURAN PELAKSANAAN
Kememnterian Pertahanan kedia negara dapat membentuk pengaturan

pclaksanaan tortentu, yang berkaitan dengan aspe<-aspek khusus kerjasama
dalam kerangka Persetujuan ini.




PASAL IV
KOMITE BERSAMA

1. romite Bersama akan dibentuk untuk mencapai tujuan Persetujuan i
secara efeklil.

2. Pertemuan akan diketuai oleh pejabat pertahanan senior dari kedua
Pihak.

3. Koemite Bersama akan:
8. mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kepentingan bersama;

b. merskomendasikan kegiatan-kegiatan dar program-program
kerjasama dalam kerangka Persetujuan ini;

. mengkoordinasikan, memantau, dan mengendslikan
pelaksanaan kegialan dan program-program kerjasama dimaksud:

d. mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan Persetujuan ini seliap
tahunnya

& menyamgaikan laporan tahunan kepada masing-masing
Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata alau Ketua
Komte Bersama dari masing-masing Pihak, dan

f. menyelesaikan setap perbedaan pandangan atau selisin faham
mengenai pelaksanaan Perselujuan ini.

4 Komposisi dan jumiah anggota Komite Bersama akan disepakati
bersama oleh kedua Pihak. Termasuk para pakar daam jumiah terbatas dari
pihak yang bersangkitan dan kementerian, departemen atau instans! terkait.

5: Komite Bersama akan mengadakan periemuar safahon sekall atan
apabila diperiukan, seliap saat dengan tempat dan wakwu yang telah
disopakati bersama.

B. Komite Bersama dapat membeniuk Sub-komite ketika dianggap periu
untuk meiaksanakan kegiatan kerjasama, program, atau tugas-tugas khusus
lainnya. Sub-komite wajib melaporkan hasilnya kepada Komite Bersama.




PASAL YV
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak scpakat bahwa setiap kekaysan intelekiual yang timbul
dari pelaksanaan Persetujuan ini akan bersama-sama dimiliki dan:

a Masing-masing Pihak dibolehkan untuk menggunakan
kekayaan irtelektual tersebut untuk tujuan memefhha-a, mengadaptasi
dan mempearhaiki kekayaan dimaksud,

b. Setiap Pihak harus bertanggung jawab atas segala klaim yang
dibuat vleh Pihak Keliga atas kepemiikan dan keabsahan penggunaan
hak-hak kekayaan intelekiual yang cibawa oleh Pihak tersebut unfuk

pelaksanaan kegialan kerasama berdasarkan Persetujuan ini.

2 Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan data rahasia dan/alau
informasi yang dihasilkan dan kegiatan kerja sama berdasarkan Persefujuan
ini kepada pihak ketiga, pihak yarg mengungkapkan harus mempercieh
parsetyjuan teriebih dahulu dan Pihak lainnya sebelum pengungkapan
dilaksanakan

3 Dalam hal kekayaan intelekhual digunakan oieh Pihak daniatau institusi
yang mengatagnamakan Pemarintah unfuk fujuan komersial Pihak fain
berhak mendapat bagian royalti yang adil.

4. Ketika salah satu Pihak membutuhkan kegasama dan pihak kebga
untuk usaha komersial apapun dar kekayaan intelektual yang dicakup cleh
Persetujuan inl, Pihak inl akan memberikan informasi kepada Pihak lsinnya
berdasarkan Pesetujuan ini, yang akan dibebaskan, jika pihak lain Sdak dapat

berpartisicasi dalam cara yang saling menguntungkan.

PASAL VI
YURISDIKSI DAN KLAIM

T Kewenangan masing-masing Pihak untuk melaksanakan yurisdiksi
lerhadap personel militer dan/atay komponen sipdl yang berkaitan dengan
pelanggaran yang dilakukan dalam wilayah masing-masing Pihak.

2i Para Pihak akan mengesampingkan setiap dan selursh tuntutar,
selain yang bersifat kontraktual, terhradap Para Pihak mengenai kerusakan,
kehilangan atau hancurnya barang milik Angkatan Bersenjata Para Pihak
atau luka atau kematian terhadap personel miiternya canfatau komponen
sipil yang diakibatkan dan pelaksanaan tugas resm merneka.




3. Tuntutan oleh pihak keliga yang ditimbulkan oleh tindakan atau
perlakvan personel militer dan pejabat sipil Pemerintahan terkait dari setiap
Pihak akan dselesakan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku di

masing-masing Pihak.

PASAL Vil
KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat untuk melindungi informasi rahasia yang dapat

diakses dalam kerang<a kerjasama Perseiujuan ini sesuai dengan hukum
dan peraluran nasional yang bedaku.

2 Informasi rahasia dan peralatan hanya dapal diberikan melalui saluran
resmi ataupun saluran lan yang diselujul oleh Kelua Komile Bersama.
Informasi rahasa dan peralatan fersebut akan diberi label sesuai dengan
tingkat dan dinyatakan sebagal benkut:

IN E GGRI

SANGAT RAHASLA TOP SECRET
RAHASIA SECRET
TERBATAS / KONFIDENSIAL CONFIDENTIAL
BIASA UNCLASIFIED

3 Seluruh informasi dan peralatan yang diterma dalam kerangka kerja
pada Persetujuan ini tidak dapal diafihkan, diumumkan atau disebarluaskan,
baik secara langsung maupun tidak langsung, semertara ataupun bersifat
tetap, kepada pihak keliga, bak perorangan maupun badan, tanpa izin tertulis
dari Pihak asal informasi.

PASAL Vill
ALOKASI ANGGARAN

1. Pihak tuan rumah penyelenggara pertemuan komite bersama di
wilayahnya akan menanggung biaya pertemuan dan pengeluaran lokal guna
pertemuan tersebut Delegasi masing-masing Pihak akan menanggung
sendiri biaya penalanan baci vang hadir ke pertemuan.

2 Biaya-Ebiaya lain dalam pelaksanaan Persetujuan ini akan diatur cleh
pengaturan keuangan yang lerpisah berdasarkan kesimpular antara kedua
Pihak




PASAL IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perseligihan yang imbui davi atau dalam hubungannya dengan
pensfsiran atau penerapan Persetujuan ini harus, dalam kesempatan
purtama, Jdsershkar kepada Komite Bersama untuk penye'esaian secara
damai.

2 Jika perselisthan ftidak dapat diselesaikan pada tingkat Komite
Bersama, hak Kedua Kelus Komite Bersama akan membawa masalah
mereka kepada masing-masing Panglima Angkatan Bersenjata dan/atau
Menteri Pertahanan untuk penyelesaian secara damai

2. Dalam hal perseiisinan tidak disslesaikan dalam ayat 2, hal tu akan
diselesakan cleh Para Pihak melaksi saluran diplomatik
PASAL X
PERUBAHAN ATAU MODIFIKASI

¥. Persetujuan ini dapat dwban atau dimodifikasi dengan membuat
permnyataan secara lerfulis atas persetujuan bersama oleh kedua Pihak.

8 Setiap perubahan atau modifikasi techadap Persetujuan ini mulai
berlaku pada tanggal pemberitahuan selanjutnya Para Pihak
memberitahukan bahwa semua parsyaratan dalam negeri yang diperlukan
telah dipenuhi

3 Perubahan atau modifikasi apapun tidak akan mempengaruhi hak dan
kewajiban sebaga: akibat alau berdasarkan perseiujuan ini atau pergaturan
scbelum atau sampai tanggal dimana perubahan tersebut mulai bertaku.

PASAL XI
PEMBERLAKUAN, KEABSAHAN DAN PENGAKHIRAN

1. Para Pihak akan memberitahukan satu sama [ain secara teriulis
scfelah  kebutvhan dalam negeri masing masing untuk  berdakunya
Persstujuan ini telah dipenuhi Persetujuan akan mulai berlaku 30 hari sejak
tanggal pemberitahuan selanjutnya




2. Persetujuan ini akan tetap beraku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dan pada wak'u berakhimya dapat dperbaharuli untuk lima (5) tahun
berikutnya kecuali dihentikan oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan
pemberitahuan terfulis kepada Phak lainnya sekurang-kurangnya 90
(serribilan  puluh) hai sebelum Fihak lersebut bermaksud mengakhiri
Persetujuan iri.

: § Pada saat Persetujuan ni berakhir, Para Pihak akan menentukan
langkah lebih lanjut untuk semua proyek, yang sedany berlangsung yang
dilakeanakan dalam rangka Persetujuan inl berdasarkan kelentuan-ketentuan
dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan secara jelas jelas persyaratan
dan kondisi.

SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan dibawah ini, dengan diben kuasa
oleh Pemerniahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di , | J94ers pada hari ini . &2/

pada tahun =2@/2. .. dalam ra¥ hap dua, masing-masing dal bahasa
inggne dan bahasa hdmlesla. Saluruh naskah mempunyai kekuatan hukum
yang sama. Dalam hal ferdapat perbedaan penafsiran. maka naskah dalam
bahasa Inggris yarg berlaku.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK ISLAM PAKISTAN

SIGNED SIGNED

CHAUDHRY AHMAD MUKHTAR
PERTAHANAN SENIOR FEDERAL
MENTERI PERTAHANAN




AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT DOF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN
ON
COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE

Tre Government of the Republic of Indonesia and the Government of
the lslamic Republic of Pakistan hereinafler referred to as “the Parties™,

RECOGNIZING their common interest in promoting cordial and friendly
relatons in order to oromote peace, slability and well being between the
peoples of wo countries;

DESIRING to enhance and strengthen the sxsting bilateral relationship
between the two countries through cooperalive activitics in the field of defence
besed on the principles of equalty mutual beneft, and full respect of
savereignty and territorial integrity, pofitical iIndependence, non-aggression and
non-interference ir each other's internal affairs;

NOTING that the strengtheming of defence cooperation will contribute to
the mutually beneficial relations of both national defences;

PURSUANT o the prevailing laws and regulaiions of the two countries;

HEREBY AGREED as follows,
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ARTICLE I
PURPOSE

The purpose of this Agreemert is to provide a comprehensive framework
for prormoting bilateral defence cooperation based on the principles of equality,
mutual benefit, and full respect of sovereignty and teritorial integrity of
respective countries and for peaceful pumoses as enshnned in the United
Nations' Charter and other unversally recognized noms of international law.

ARTICLE N
SCOPE OF COOPERATION

The scope of cooperation of this Agreement may include:

a Regqutar bilateral dizlogue and consultation on strategic and security
issues of common concem;

b. Exchange of information on defence establishment and mattars including
the organization. doctrine and policy;

. Cooperation in science and technology in the field of defence through
exchange of personnel, wisits, trainings, and exchange of information as well as
other forms of lechnical couperation based on the principle of reciprocity and
mutual consent,

d. Pomoting human mesource development of defance insfhficns and
Amnead Forces of both Parties through education, fraining, exchange of visits,
joint exercises, exchangs of military observers for witnessing exercises and
exchange provisions of educational experlise, equipmenl and olher redated
activities; andfor

E. Otther areas of cooperation as mutually agreed.

ARTICLE N
IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

The Ministries of Defence of both countries may conclude particular
implementing amrangement, pertaining to specific aspects of cooperation within
the framework of this Agreement.
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ARTICLE IV
JOINT COMMITTEE

1 A Joint Committee shall be established to eflectively achieve the
purposes of this Agreemenl

3 The Meeting shall be co-chaired by the appropriate senior defence
officials from both Parties.

J. The Joint Commitiee shall:
a. identify the common concerns and interests;

b. recommend cooperative activities and programmes within the
framework of this Agreement:

e, coordinate, monitor, and contro the implementation of the
coopenstive activities and programmes;

d. review anc evaluale the impementation of this Agreement
annually;

| submit annual report fo the respective Defence Ministers and
Commander of Defence Forces or Chamman of Joint Chiefs of Staff
Committee of both Parties; and

K seftle any difference or divergence of views on the
implementation of this Agreemenl.

4, mmmnﬂdtmmdmemdﬂmmdﬂmmmm
shall be mutually agreed by both Parties. t may mclude expers in imied
numbers from other concerned and relevant ministries, or related instiiutions.

5. The Joint Commitiee shall meet once a year or as and when it deems
necessary at a place and date as mutually agreed.

6. The Joint Committce may establsh Sub-commitiees as and when it
deems necessary for carrying out cooperation activites, programmes, or other
specific tasks. The Sub-committees shall report {o the Joint Commities,




ARTICLE V
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

, Tha Partec agree that any inleleclual property arsing out of the
implementation of this Agreement will be jointly owned and:

a. Each Parny shall be allowed 1o use such intelectual property lof
the purpose of maintaining, adapting and improving the relevant
property.

B Each Party shall be lable for any claim made by any third party
an the ownership and legality of the use of the intellectual property rights
which is brought by the aforementioned Parly for the implementation of
the cooperation activibes under this Agreement.

2 if either of the Parly wishes fo disclose confidential data andfor
information resulting from the cooperation activities under this Agreement anc
te any third party, the disclosing Party must obtain pror consent from the othes
Party before any disclosure be made.

3. in the event the inteliectual property is used by the Pary andior
institution on behaf of the Government for the commercial purposes, the other
Party =hall be entitied to cbiain equitable partion of royality

4, Whenever either Parly requires the cooperation of any third party for any
commercal wndecaking resulling fom intelleclual property covered by this
Agresment, the Party will give first information to the olher Party under this
Agreament, which will be waived, if the ofher Parly is unable to paricipate in a
miutually beneficial manner,

ARTICLE VI
JURISDICTION AND CLAIMS

1. Each Party's authorities shall have the rights to exercise its junsdiction
over rrilitary personnel andfor civiian component with respect to offences
committad within the terntories of the respactive Paries.

. The Parties shal waive any and all claims, other than contractual claims,
against each other for camage, loss or destruction of property belonging to their
Armed Forces or injury or death to their mitary personnel andior cenlan
compaonent ansing out of the performance of their official duties.

3. Claims by a third parly ansing cut of their acts or omissions by any
military personnel and related civilian official of the Government of each Party
will be settied in accurdance with respeclive Parties’ laws and regulations,
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ARTICLE Vi
CONFIDENTIAUTY

B The Partiee ehall protect the classified nformation to which they may
have access lo within the framework of this Agreement in accordance with ther
national laws and regulations.

2. The classified information and equipment shall only be prowded through
offical channels or other channels sgreed upon by Co-Char of the Jaint
Committee. The information and equipmert are o be labelled with the
indication level and State of Origin as follows:

INDONESIAN ENGLISH
SANGAT RAHASIA TOP SECRET

RAHASIA SECRET
TERBATAS | KONFIDENSLAL CONFIDENTIAL
BIASA UNCLASSIFIED

3. All information and equipment received within the framework of this
Agreement shall not be transferred disclosed or released, sither direclly or
Indirectly, or an temporary ¢or pemmanent basis, to third parlies, whether persons
ard entities, without the prior written consant of the onginating Party.

ARTICLE VIR
BUDGETARY ALLOCATION

1 I'he Party hosting the Joint Committee meaeting in its termtory shall bear
cost of meeting and local hospitality, incumed n convening such meeting. Each
Delegation of the Parties shall bear its own fravel expenses in respect of its
aflendance to the mestings.

2 Other expenses incurred in the implementation of this Agreement are
subject o separate financla® amangement o be concluded between both
Hartes,

ARTICLE IX
SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Any disputes arising from or in connection with the interpretation or
application of this Agreement shall, in the first instance, be submitled to the
Joint Committee for amicable sedlement.
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= In the event that dsgute 15 not settied at the Joirt Committes lavel, both
Co-Chairs of the Joint Commitiee shall bring the matter to their respectve
Commander of Defence Fomes andior Ministers of Defence for amicable
sattlament,

3. In the event thal he dispule is not settied under paragraph 2, it shall be
seftied by the Parties through diplomatic channel.

ARTICLE X
AMENDMENTS OR MODIFICATIONS

1 This Agreement may be amended or modified in writing by mutual
consent by both Parbes.

i Any amendments or modifications to this Agreement shall come into
force on the date of the later notification of the Parties informing that all
necessary domestic requirements have been complicd with,

3. Any amendments or modifications wil not affect the rights and
obligations arsing from on this Agreement or any arrangement before or Up to
the date such amendmen:s or modfications enter into force.

ARTICLE X1
ENTRY INTO FORCE, VALIDITY AND TERMINATION

%, The Partes shall notify each othe in wrting after their respective
domesfic requirements for the enlry into forcz of this Agreement have been
complied with The Agreement shall enter into foree 30 days from the date of
the later nofification.

2, This Agreement shall remain n force for a perioa of five (5) years and
upon the expiry thereof may be renewed for another five (5) years unless it is
renounced by either party by slgning written notice to the other at least ninety
[80) days prior to its intention to ferminate this Agreament.

3, Upon the terminafion of this Agrecment, the Parlics shall delomine
further course of all ongoing projects, undertaken in the framewok of this
Agrezment in clearly defired terms and conditions.




7

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized therato
by their respective Governments, have signed this Agreament.

mE.ndwm-dﬂkﬂfﬁ‘mmu. ﬂ.f“ day of i‘

i the year . «20 Ao originals, each in the EthIsh rangu

Indonesian languages. Both texts being equally authentic In case uT
divergence in texts, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE FOR THE GOVERNMENT OF THE
REFPUBLIC OF INDONESIA ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

SIGNED SIGNED

PURNDMO YUSGIANTORO CHAUDHRY A MUKHTAR
mm%n FOR DEFENCE

MINISTER FOR DEFENCE




